BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri
Sipil, Jaksa penuntut umum dan hakim tidak memandang terdakwa meskipun
berstatus sebagai pegawai negeri sipil, jaksa hanya menuntut terdakwa sesuai
dengan Pasal yang dilanggar dan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan
fakta-fakta di persidangan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan
pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil
tidak ada bedanya dengan penerapan pemidanaan narkotika pada umumnya
karna dalam menerapkan pemidanaan harus sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai
Negeri Sipil, Pertimbangan hakim merupakan hal yang terpenting dalam
mewujudkan suatu putusan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian
hukum. Selain itu hakim dalam memutus perkara juga melihat pembuktian,
maka dari itu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat
merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta-fakta yang terdapat
dalam suatu persidangan, ini juga membuktikan bahwa dalam kasus
penyalahgunaan narkotika tidak memandang siapapun pelakunya, termasuk
PNS, apa yang diperbuat maka itu pula yang harus dipertanggung jawabkan

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
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B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis di dalam penulisan ini adalah:

1. saran penulis untuk majelis hakim agar lebih mempertimbangkan tentang
penjatuhan hukuman rehabilitasi bagi pemakai narkotika. Hakim
seharusnya melihat kasus narkoba dengan perspektif yang lebih luas, tidak
hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah kesehatan
masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis. Karena
dapat dilihat bahwa hakim sangat jarang menjatuhkan hukuman berupa
tindakan tersebut.

2. menurut penulis PNS harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan
disiplin serta kinerja yang baik di mata masyarakat, dan para atasan untuk
lebih tegas untuk menegakkan integritas mengenai narkotika di lingkup

PNS agar citra PNS tidak jatuh di pandangan masyarakat.
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